QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 56 TAHUN 2002

TENTANG
RETRIBUSI 1ZIN GANGGUAN

BISMILLAHlRRAHMANlRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,
Menimbang ; 4 bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001

lentang Retribusi Daerah, Retribusi I4in Gan

8guan merupakan jenis
Retribusi  Dacrah yang

Pungutannya  menjadi kewenangan
Pemerintah Kabupaten / Kola;
b. bahwa schubungan dengan hal tersehyg diatas untuk kelancaran

penyelenggaraan pemierintahan dan pembangunan yang memerlukan

pembiayaan. perlu menctapkan Retribyg

i lzin Gangguan sebagai
salah sary sumber Pendapatan Asli Dacrah:
bahwa untyk maksud tersebyt perlu ditetapkan dalam suaty Qanun;

Mengingat . | Undang-undang Nomor 1 Tahyp 196

7 tentang Penanaman Modal
Asing  (Lembaran Negara Tahup

1967 Nomor I, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2818);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun

1968 tentang Penanaman Modal
Dalam Negeri

(Lembaran Negara  Tahyp

1967 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara 2853);

Undang-undang Nomor 12 tahun 1970 tentang Perubahan dan
Tambahap Undang-undang Nomor | Tahun
Penanamap Modal Asing (Lembaran Negara Tahun1974 Nomor 4,
Tambahap Lembaran Negara Nomor 2944),

4 Undang—undang Nomor § Tahun 198

tentang Hukum Acara
Pidana (

Lembaran NegaraTahun 1981 Nomor 76, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3209);

5. Undang . féﬂ o
Scanned by CamScann
¥



5. Undung-undung Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian

(Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 2. Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3274);

0. Undung-undung Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang

(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 350 ),

7. Undzmg-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi  Daeral (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 68,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693):

8. Undang-umizmg Nomor 23 Tahun 1997 tentang  Pengelolaan

Lingkungan | lidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 68,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang  Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839);

10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan

n Daerah (Lembaran Negara
baran Negara Nomor 3848);

Keuangan Antarg Pemerintah Pusat da

Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lem

H.Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Wa Aceh (Lembaran Negara
omor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor

Keistimewaan Propinsi Dagrgh Istime
Tahun 1999 N

3893);

12, Undang-undung Nomor 48 Tahun
Kabupaten Bireye dan Kabupaten §;j

Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan
3897):

l3.Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000 tentan
Undang—undang Nomor 48 Tahun
Kabupaten Bireue
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14 Undung-undang Nomor 34 “Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Dacerah (Lembaran Negars Tahun 2000 Nomor 246,

Tambahan 1embaran Negara Nomor 4048);

lS.Undung-undang Nomor 18 Tahun 200] tentang Otonomi Khusus
Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114,

Tambahan |.embaran Negara Nomor 4 134);

16. Peraturan Pemeriniah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 198] tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 26, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3258):

I7.Peraturan  Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis
Mengenai - Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1986

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Tahun 3338);

I8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3952);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
’engawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4090),

20. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 200] tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4139 );

21 Keputusan  Presiden  Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan

Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan
Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 nomor 70);

22. Peraturan .. /éﬂ
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22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor | Tahun 1985 tentang Tata
Cara Pengendalian Pencemaran bagi Perusahaan-perusahaan yang
mengadakan Penanaman Modal menurut Undang-undang Nomor |

Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1986;

23 Peratisan Moiien Daiam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang

Penertiban Pungutan-pungutan  dan Jangka Waktu Terhadap

Pemberian [zin Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie);

24.Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor S Tahun 1992 tentang
Rencana Tapak Tanah dan Tata tertib Pengusahaan Kawasan
Industri Serta Prosedur pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
dan Izin Undang-undang Gangguan (UUG)YHO bagi Perusahaan—

perusahaan yang berlokasi di |uar Kawasan Industri;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992 tentang Tata
Cara  Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Izin

Undang-undang Gangguan (UUG)/HO bagi Perusahaan-perusahaan

Yang Beriokasi di Luar Kawasan Industri;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang

Penvidik Pegovni Negeti Sipii di Lingkungan Pemerintah Daerah;

27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang

Pedoman Tata Cara Peinungutan Retribus; Daerah;

28.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang

Tata Cara Pemeriksaan dj Bidang Retribus; Daerah;

29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 1998 tentang
Ruang Lingkup dan Jenis<jenis Retribusi Daerah Tingkat 1 dan
Daerah Tingkat I1:

30. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50

Tahun 2000 lentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;

31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang

viaieri Muatan Produk-produk  Hukum

32. Keputusan /7/ "
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32 Keputusan Menter Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang

Bentuk Produk-procyk Hukum Daerah;

33 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang

Prosedur Penyusunan Produk Hukum Dacrah;

34 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang

L.embaran Daerah dan Berita Dacrah;

35 Keputusan Menteri Dalam  Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002

tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota,

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKIILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABLIPATEN FIREUEN TENTANG RETRIBUSI 1ZIN
GANGGUAN.

BAB ]
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

! Daerah adalah Kabupaten Bireuen;

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah
Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

3. Bupati adalah Bupati Bireuen;

4. Pejabat adalah pcgawai yang diber; tugas tertentu di bidang Retribusi
sesuai dengan Peraturan Perundang—undangan yang berlaku;

5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bireuen;

6. Badan adalah Sua(y bert:k Badan Usaliy yang meliputi Perseroan

Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya Badan Usaha Milik

Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan,

sejenis, Lembaga, Dana, Pensiun bentuk usaha tetap serta badan usahal

lainnya;
7. Keputusan M .
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7. Retribusi Perizinan (erientu adalah Retribusi atas kegiatan tertenty
Pemerintah Dacrah dalan pemberian izin kepada orang pribadi atay
badan yang dimaksud uintuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan
pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya
alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertenty guna melindungi
kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

8. Retribusi I7in Cianoa.n FERG svianulnya disebut relribusi adalah
pembayaran atas pemberian fzin Tempat Usaha kepad: Orang Pribadi
atau Badan di lokasi (ertenty yang menimbulkan bahaya, kerugian dan
gangguan, tidak termasuk lempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk
oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;

9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut
Peraturan Perundang-undangan Retribusi Dacrah diwajibkan untuk
melakukan pembayar retribusi:

I(

f—

Masa Retribusi adalah Jungka waktu tertenty yang merupakan batas

waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan Izin Tempat Usaha;

I'l.Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat
SPAORD, adalah sura yang digunakan oleh wajib retribusi untuk
melaporkan dala objek retribusi dan wajib Retribusi sebagai dasar
perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut Peraturan
Perundaig-undun an iXCuibu vacrah:

12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD
adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi
yang lerutang;

[3.Surat Ketetapan Retribusi Dacrah Kurang Bayar untuk selanjutnya
disingkat SKRDLI adalah Surat Keputusan yang mencntukan besarnya
Jumlah  retribysi yang (crutang, jumlah kredit retribusi, jumlah
kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi
dan jumlah yang masih harus dibayar,

14.Surat Ketetapan Retribusi  Dacrah Kurang Bayar Tambahan yang

selanjutnya disingkat SKRDLB adalah  Surat Keputusan yang

menentukan tambahan atag Jumlah retribusi yang telah ditetapkan;

[S. Surat ... /&ﬂ
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13, Surat Ketetapan  Retibys; Dacrah Lebih Bayar, yang selanjutnya
disingkat SKRDLJ3 adalah Surat Keputusan yang menentukan Jumlah
kelebihan pembayaran retribusi karena Jumlah kredit retribusi lebih
besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

16.Surat Tagihan Retribusi  Daerah yang sclanjutnya disingkat STRD
adalah surat unquk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi
administrasi berupa bunga dan atau denda:

[7.Surat Kepiiusun iehauing aaalah Surat Keputusan atas keberatan
terhadap SKRD. SKRDKBT, SKRDLB atay terhadap pemotongan atay
Pemunguian olch pihak ketige: yang diajukan oleh Wajib Retribusi;

I8. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan  untuk mencari,
mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam
rangka pengawasan kepatuhan  pemenuhan kewajiban perpajakan
Dacrah  dan  retribusi berdasarkan  Peraturan l’crundang-undangan
Perpajakan Dacrah dun Reu ibusis

19. Penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan  Daerah dan Retribys;
adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai
Negeri Sipil yang selanjutnya  disebut Penyidik, untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak
pidana di bidang Retribusi Daeraﬁ yang terjadi serta menemukan

tersangkanya.
BAB []
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai

‘pembayaran atas pemberian Izin Tempat Usaha kepada orang pribadi atau

badan dilokasi tertenty yédng menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan,
Pasal 3

(1) Objek Retribusi adalah pemberian Izin Tempat Usaha kepada orang
pribadi atau badan dilokas; tertentu yang menimbulkan bahaya,v‘
kerugian dan gangguan.

(2) Dikecualikan dari objek rétribu:_si adalah tempat usaha yang lokasinya

telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atay Pemerintah Daerah

Paaa}/%
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Pasal 4

Subjek Retribusi adalal orang pribadi atau badan yang memperoleh 1zin

Tempat Usaha,

BAB 1]
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Gangguan digelongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu,
BAB i1V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Susai o

(1 Tingkat pengeunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara  Luas
Ruang Tempat Usaha dan Indeks Iokasi/ Indek Gangguan (LRTU X
I /1G);

(2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
luas bangunan yang dihitung sebagai jumlah |uag setiap lantai, baik

ruang tertutup maupun runng terbuka;

(3) Indeks lokasi/ Indeks Gangpuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

ditetapkan scbagai berikut -

- Kawasan Industri, Pertariian dan Kehutanan indeks ... el
- Kawasan Perdagangan dan Pergudangan indeks ... ... ... 2;
- Kawasan Pariwisaty indeks ... .. . o3
- Kawasan Perumahan dan Pemukiman indeks ... N

BAB YV

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan - struktrur dan besarnya tarif

retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan

(2)Biaya.....%... .
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(2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi biaya pengecekan
dan pengukuran ruang tempat usaha, biaya pemeriksaan, dan biaya

transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.
BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNY A TARIF RETRIBUSI
Pasal 8
(l)'l‘arii'digolongkun berdasarkan luas ruang tempat usaha;

(2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai
berikut:

- Luas <200 m2 Rp. 400
- Luas 201 s/d 500 m2 Rp. 350
- Luas 501 m2 s/d 1000 m2 Rp. 275
- Luas 1001 m2 s/d 2000 m2 Rp. 200
- Luas 2001 m2 s/d 4000 m2 Rp. 150
- Luas 4001 m2 s/d 10.000 m2 Rp. 75
- Luas >10.000 m2 Rp. 60
BAD Vi

CARA PERHITUNGAN RETRIBUS]
Pasal 9

Retribusi yang lerutang dihitung dengan men

galikan tarif sebagaimana
dimaksud pada pasal

8 ayat (2) dengan tingkat penggunaan jasa

sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) (T x LRTU x I/IG =

Retribusi ).

BAB VII]

WILAYAH PEM UNGUTAN

diberikan,
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BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 11

Masa retribusi adalah Jangka waktu yang lamanya 4 (empat) T ahun, kecualj
ditetapkan lain oleh Bupati.

Pasal 12

KRetribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen
lain yang sah.

BAB X
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 13
(1) Setiap Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD,;

(2) SPdROD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan
benar dan lengkap scrta ditanda tangani oleh wajib retribysi atau

kuasanya;

(3) Bentuk, isi, serta taty Cara pengisian dan penyampaian SPAORD
ditetapkan oleh Bupati,

BAB XI

PENETAPAN RETRIBUS]
Pasal 14

~ (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1)

Retribusi lerutang dengan menerbitkan SKRD atau doky

men lainnya
yang sah:

(2) Bentuk, isi, serta lata cara penerbitan

SKRD atau dokumen lain yang
sah ditetapkan olch Bupati.

1/

BAB ...

Scanned by CamScanner



BAD Xii
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 15

(1) Pemungutan retribus; tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain
yang sah dan SKRDK BT

BAB X1
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waklunya atay
kurang membayar, dikenakan sanks; administrasi berupa bunga sebesar 2 %

(dua) persen sctiap bulan dari retribusi yang,

ferutang alau kurang dibayar
dan ditagih dengan michggunakan STRD.

BAB X1V
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

(1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekalj

gus dimuka untuk | (satu)
kali masa retribusi;

(2) Retribusi yang lerutang dilunasi selambat-lambatn
hari sejak diterbitk
SKRDKBT:

ya 30 (tiga puluh)
annya: SKRD atau dokumen lain yang sah dan

(3) Tata cara pembayaran, penycloran, tempat pembayaran retribus; diatur
dengan Keputusan Bupati.

BAB XV
TATA CARA PENAGIIAN

Pasal 18
(1) Pengeluaran sura |ugihun/pcringulun/surul lain yang sejenis sebagai

awal tindakan peluksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera

setelah 7 (tujuh) hari sejuk jatuh lempo pembayaran:

(Z)Dalum.....%w_ |
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(2) Dalam jangka wakty 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/
peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasinya

yang terutang;

(3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan

oleh pejabat yang ditunjuk,
‘BAB XVI
KEBERATAN
Pasal 19

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati
atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atay dokumen lain yang sah,
SKRDKBT dan SKRDLB;

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan

disertai alasan-alasan yang jelas;

(3)Dalam hal Wajib Retribus; mengajukan keberatan atas ketetapan
retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran

ketetapan retribusi tersebut;

(4) Keberatan harus diajukan dalam Jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan
sejak tanggal SKRD atay dokumen lain yang sah, SKRDKBT dan
SKRDLB diterbitkan, kecualj apabila Wajib Retribus; tertentu dapat
menunjukkan bahwa iangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena

keadazn di luar Kekuasaannya:

(5)Keberatan yang (idak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga
tidak dipertimbangkan:

(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewjiban mcmbayai' Retribusi dan
Pelaksanaan Penagihan Retribysi |

Pasal 26

(1) Bupati dalam Jangka wakty paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal-

Surat keberatan diterima harys memberi keputusan keberatan yang

(2) Keputusan /V b
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(2) Keputusan Gupair atas Keneratan dapat berupa menerima seluruhnya
Alau sebagian, micnolak  atau menambah besarnya  retribusi yang

lerutang;

(3) Apabila Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat
«an Bupati tidak memberikan suaty keputusan, keberatan yang diajukan
tersebut dianggap dikabulkan.

BAB X V]|
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

(1) Atas  kelebihan pembayaran  retribus;, Wajib  Retribusi  dapat

mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;

(2) Bupati dalam Jangka wakiu paling lama 6 (enam)  bulan sejak
diterimariya permoionan keichihan pembayaran retribusi schagaimana

dimaksud dalam avat 15, harus memberikan ke utusan;’
J /3

(3)Apabila  jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah
‘ dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan
pengembalian kelebihan retribusi di anggap dikabulkan dan SKRDLB

harus diterbitkan dalam Jangka wakty paling lama | (satu) bulan;

(4) Apabila wajib retribys; mempunyai ulang retribys; lainnya, kelebihan
pembayaran retribusi schagaimuny dimaksud dalam ayat (1) langsung

diperhitungkan untuk melunas; terlebih dahulu utang retribusi tersebut;

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dilakukan dulam Jangka waktu paliﬁg lama 2 (dua) bulan
sejak diterbitkannya SKRDLRB:

(6) Apabila penoembali, PrEhRRGCa relibusi dilukukan setelah lewat
Jangka wakty 2 (dua) bulan, Bupati memberikan bunga sebesar 2 %

(dua) persen.

Pasal 22

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan

Secara tertulis kepada Bupati dengan sckurang-kurangnya menyebutkan:
a. Nama .. /’*}
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Nama dan alamat wajib retribusi:

o oW

Masa retribus:.
Bcs,am;.a kelebshan pembayaran,
Alasan yang disingkat dan jelas

a o

(2) Pemohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan
secara langsung atau melalus Pos tercatat.

(3)Bukti Penerimaan olch Pejebat Dacrah atav bukti pengiriman pos
lercatat merupakan bukts sast permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 23

(1) Pengembalian retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah

membayar kelebihan retribe
(2) Apabila kelehihan panbayaran retribusi diperhitungkan dengan utang
retnibusi lainnya, schagaimanz  dimaksud pada pasal 20 ayat (4),
pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah
bukuan juga berlaky scbagai bukts pembayaran.
BAB XVIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI

Pasal 24

(1)Bupati dapat memberikan pengurangan. keringanan dan pembebasan
retribusi;

(2) Pemberian pengurangan dan keringanan  retribusj sebagaimana
retribusi, antara lain dapat diberikan kepada pegusaha kecil untuk
mengangsur |

dimaksud dalam avar (1 vongan memperhatthan kemampuan wajib

(3) Tata cara pengurangan. keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan
oleh Bupat;
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BAB XIX
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 25
(1) Hak untuk melakukan  penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah
melampaui Jangka wakty 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya

retribusi, kecualj apabila wajib. retribusj melakukan tindak pidana

dibidang retribusi;

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
pasal ini tertangguh apabila :
a. Diterbitkan Surag Teguran; atay
b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung

maupun tidak langsung,
BAB XX
KETENTUAN PIDANA
Pusai 26
(1) Wajib  Retribusi yang  tid

ak  melaksanakan kcwujibannya schingga
merugikan keuangan dacrah diancam pidana kurungan paiing lama 6
(enam) bulan afay denda paling banyak 4 (empat) kalj Jumlah retribus;j

yang terutang

(2) Tindak Pidangy yang dimaksud dalam ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XXI
PENYIDIKAN

Pasal 27

477
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(2) Wewenang Penyidik scbagaimana dimaksud dalam ayat | (satu) adalah-

4. Mencrima, mencari dan mengumpulkan serta menceliti keterangan
Alau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi
dacrah agar Keteranpan jay, laperan terscbut menjadi lengkap dan
Jelas;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana retribusi dacrah;

C. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi dacrah:

d. Memeriksa buku-buku, catatin-catatan dan dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah:

¢. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan  bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan
penyitaan lerhadap barang bukti lersebut;

L Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas

penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

-~
<

Menyuruh berhenti, mclarang sescorang meninggalkan ruangan atau

¢

tempat pad: saat seneriiann scdang beriangsung dan memeriksa
identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud
pada hurufc:

h. Memotret sescorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi
daerah;

I.  Memanggil orang untuk didengar keterangannya  dan diperiksa
sebagai lersangka atay sakyi:

) Menghentikan pcn_\/idika.n;

k. Melakukan tindakan |ain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat
dipertanggung jawabkan,

(3)Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (i) pada Pasal inj
memberitahukan dimulainya penyidikan  dan menyampaikan  hasil
penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuyan yang
diatur dalam undaiyg wikiang Nowor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana.
Scanned by CamScanner



BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal vang belum cukup diciur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai
peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan

Bupat
Pasal 29

Pada saat mular berlaka Qunun mi, maka  semua  peraturan  yang

benientangan dengan Qanun mi dinvatakan tdak berlaku lagr
Pasal 30
Qanun e mular berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun

e dengan penempatinny g dabun Eembaran Dacerah Kabupaten Bircuen

A ".,s R.IIII.Idhdn 1423 H
; ..;,{‘ = - BUY 1’%

4". \)
H ' M! EUEN,
ol /] A_

Disahkan di Bircuen
pada l.llll_,g‘ﬂ 30 November 2002 M
'/‘\ P "—\
{ \
SRR
l)Rh \II Sl AFA AL (‘l ANGGANG
Diundang! an di Bircuen

pads tanggal 2 Desember 2002 M
27 Ramadhan 1423 11

SEKRFTARIS DAERAH KABUPATEN,

DRSNS HASAN BASRI DJAL L
Fembma Utama Muda
Nip. 010 071 923

CVRAN DAERAH KABUFATEN BIREUEN TAHUN 2002 NOVIC Lol
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PENJELASAN
ATAS
OQANLUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 56 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUS!HIZIN GANGGUAN

. PENJELASAN UMUM :

[ Bahwa dengan ditetapkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang  Pajak
Daerah dan Retribusi Dacrah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun
2001 tentang Retribusi Dacrab, maka untuk menwujudkan Otonomi Daerah
yang luas, nyata din bertanggung  jawab kepada  Dacrah  diberikan
kewenangan dan kemandirian untuk mengatur dan - mengurus  rumah
tangganya sendiri termasuk dalam hal penggalian sumber Pendapatan Asli

Daerah.

2. Bahwa schubungan hal tersebut, maka untuk kelancaran penyelenggaraan
Pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna serta
untuk adanya ketertthan dan s {erjagtnya  penccinarai lingkungan,
dipandang perlu menetapkan Retribusi [zin Gangguan.

3. Bahwa untuk adanya kepastian hukum dalam pemungutan Retribusi [zin

Gangguan, perlu diatur dalam suaty Qanun.

I1. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal |

Cukup jelas,

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas




) gol

LT iyl

TN

UNT QI T e

aanl 1

| H"u'\ T4l

il

Cubup pelue

Panal v

U b polas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cubup pelas
Pasal |2
Cukup jelas
Paal 13
Cukup jele
Casyl 14
Cubop poban
Pasal |5
Cokup peta
Pesal 14
Ok et
P 17
BT

Pt 12
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Pasal 19

Cukup jelas

PPasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 23

("u'"\ lq')\':d.‘-

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cubup jelas

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.
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